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Abstrak

Artikel ini ditulis berdasarkan dari, tidak adanya tindakan tegas dari agen pelaksana dalam melaksanakan
kebijakan tata ruang kawasan pemukiman di kecamatan Pontianak Barat, yang menyebabkan tidak teraturnya
kawasan tersebut, mengingat kedudukan rencana kawasan pemukiman telah ditetapkan sebagai peraturan daerah
kota Pontianak nomor 04 tahun 2002.Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis sumber daya dan standar
kebijakan yang ada dalam pengimplementasian kebijakan tata ruang kawasan pemukiman di kecamatan Pontianak
Barat. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan analisis
deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatqn,Ponﬁa'nak—B@rat. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Cipta
Karya dan Perumahan, Kepala BAPPEDA Kt Pontianak, Camat™Pentianak Barat. Hasil dari penulisan artikel ini
adalah sumber daya manusia di bi pengawasan dan sumber dé')fa.ﬂnansial dalam mengimplementasikan
kebijakan belum memadai. Sertai*tidak mendetailnya isi dari standar kebiTaken_i_aangat menyulitkan para agen
pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Rekomendasi-dari penulisan artikel ini adalah perlu adanya
peningkatan sumber Qayé’ manusia dalam bidang pengawasan di |apangan dan mengoﬁ'erag’onal kan kantor pusat
informasi pemukimén serta membuat Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) agar memudahkanpara agen pelaksana
dalam menjalapKan kebijakan tersebt. -

-"- . - N
KataKupéi: Kawasan Pemukiman, Sumber Daya Manusia dan Fi nqn'sial, Rencana Detil Tata Ruang
i .  Abstract ; - h".v
This articlewas . writtenbased on, the absencedecisive’ actionby —theexecutivein wifmplementingSpatial
LayoutPolicyofResettlementAreain the districtin WestPontianak, whichcausesirregularonthe region, considering the
position of thePlan SettlementRegionhas beenset asloeal-regulationson thePontianakcitynumber 04/2002. Aims of
this article; to analyse the resources and stamdard an -existing policy the implementation Spatial
LayoutPolicyofResettlementAreain the districtof V\/gsthnti anak. Method of processing dataused in I the
vvritMgthi&articleisa qualitativedescriptiveanalysis. The leeationof thisresearchis in the Districtof WestPontianak.
Resedrch subjects are Head Office of Cipta Kgr}fa : Housing, Head Office of BAPPEDA PontianakCity,
subdigtrict head of West Pontianak. The resultsofth wrg;l‘dplg ofthisarticlels, there are inadequate implementation of
policiesin human resourcesin thedivision ofmonitoringandfifiancial resources. As well,unclearthe contentsof
thestandardpolicy make difficult fortheexecutivein implementingthe policy. Recommendationsofthe jwriting
ofthisarticleis, toneed forimproving human resourcesin thefieldmonitoringdivisionandoperationalizeReSidential
Information Center, as well as maki ngDetaiIedSaatiaIﬁ@(RDTR)in order tosimplifythe executivein implementing
the policy!} - |
Keywords : Ii@sidential Area, Human Resources-and Financial, Detailed plans of settlement Space
| o . — M. *

-

A. PENDAHULUAN

Perumahan aaxj permukiman adalah salah'satu
kebutuhan pokok ataliudasar bagi manusia dimana
merupakan suatu hunian tempat-tinggal_serta tempat
untuk melakukan aktivitasnya,  dimana
diperlukansarana dan prasarana untuk menjalankan
aktivitas tersebut..

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Kota
Pontianak telah mengatur rencana kawasan
pemukiman yang dimana khususnya untuk daerah
Kecamatan Pontianak Barat menjadi salah satu
zonasisas perkembangan pemukiman. Menurut
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_Peraturan ‘Daefah. Kota Pontianak-'hnomor 4 tahun

2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Pontianak, kawasan pemukiman adalah kawasan
yang dilengkapi dengan-berbagai fasilitas sosial dan
fasilitas ~smum; “Seperti adanya pembangunan dan
pengembangan  fasilitas  pendidikan, fasilitas
kesehatan, pertokoan/warung, tempat ibadah, tempat
olahraga, ruang terbuka hijau, jalan dan saluran air
kotor (drainase).

Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak
fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada masih
minim dalam standar pelayanan yang telah ditetapkan
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pemerintah serta penaatan kawasan pemukiman
tersebut juga sangat tidak teratur hal ini dikarenakan
sifat kebijakan rencana tata ruang kawasan
pemukiman yang sangat makro dan tidak mendetail,
menyebabkan kawasan pemukiman yang ada di
Kecamatan Pontianak Barat menjadi tidak tertata
dengan baik.

Beberapa fakta yang penulis dapatkan adalah
kawasan pemukiman di pinggiran sungai kapuas,
memang sebelum kebijakan rencana kawasan
pemukiman ini dibuat masyarakat sudah menempati
kawasan-kawasan tersebut namun setelah kebijakan
ini  ada, mash terlihat adanya masyarakat
membangun bangunan-bangunan di bantaran tersebut
dan tidak adanya tindakan dari agen pelak%u;a""
kebijakan. Sehingga hingga sekarang,.-'tl'hgkat
kergpatan bangunan di sepanjang, asan jalan
komyos sudarso sudah sangat tingdi, mengakibatkan
kekumuhan di kawasan,r-bemuklman tersebut.
Ditambah lagi kurangnya pemerintah, melakukan
perbaikan sanitasidikawasan terssbut menyebabkan
banyak masyarakat mencemari sungal kapuas dengan
berbagai Je(nsllmbah

Fakta lainnya:adalah kawasan pemuklman
yang _d'i'kembangkan pemerintah seperti di jalan
tabrani ahmad _dan. pal lima masih kekurangan
fasilitas umum_dan fasilitas sosial seperti; fasilitas
peﬁd|d| kan dan fasiltitas kesehatan khususnya. hal ini ™
d| msikan _berdasar standar nasional

ang penataan jumlah sarana dan prasarana di W
suatﬂ kawasan.pemukiman. |
! Maka,~dapat diketahui bahwa secara umum |
renc&wa kawasan pemukiman di Kecamatar} "
Ponthnak Barat, belum diimplementasikan seGara l
konsisten dalam kegiatan pembangunan kot ' d
Terdapat bagian tertentu dari rencana kawas |
pemukiman yang diimplementasikan dan terdapat Ry
bagian “lain dari substansi rencana kawasan |
pemukiman yang diabaikan keberadaannya oleh

implemento.

Oleh Karena itu, berdasarkan latar betakang di
atas, penulis ﬁqgmfokuskan penelitian. pada: analisis™ -
sumber daya dan standar pkebijakan dalam
implementasi  kebijakan tata’ “Tuang . kawasan
pemukiman di kecamatan Pontianak Barat. Rumusan
penelitian: Bagaimana, sumberdaya dan standar
kebijakan dalam implementas® kebijakan tata ruang
kawasan pemukiman di kecamatan Pontianak Barat?
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber
daya dan standar kebijakan yang ada dalam
pengimplementasian kebijakan tata ruang kawasan
pemukiman di kecamatan Pontianak Barat.

Mengingat, Secara yuridis telah terjadi
pelanggaran terhadap aturan hukum yang secara sah
berlaku dalam wilayah administrasi kota Pontianak
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karena kedudukan rencana kawasan pemukiman telah
dikuatkan sebagai perda kebijakan tata ruang kota
Pontianak nomor 04 tahun 2002 dan dalam kaitannya
dengan proses perkembangan kota, ketidaksesuaian
rencana kawasan pemukiman antara lain akan
menyebabkan terjadinya proses perkembangan kota
secara acak yang dapat menimbulkan kekumuhan,
ketidakaturan, upaya penyediaan infrastruktur
menjadi maha dan tidak efisien, pelipat gandaan
biaya pembangunan akibat aktivitas spekulasi lahan
dan terancamnya kelestarian lingkungan oleh
kegiatan pemanfaatan lahan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

oy

“wy Kebijakan merupakan suatu proses, yaitu
mellputl =formulasi, implementas, dan evaluas.
Kebijakan publik,menurut Riant Nugroho (2008:68)
adalah keputu&an bmg;tas Negara yang bertujuan
mengatur  kehidupan Betsama. Dimana tujuan
kebijakanpublik dapat dibedakan dari sisi sumber
daya, yaitu antaraskebijakan publik yang bertujuan
men-distribusi  sumper “daya Negara,_ dan yang
bertujuan'menyerap sumber daya Negara. ™

A Menurut Denhardt (1991:29),
Publicadministration is ‘concerned with™ the
management ofpublic programs. Public

_administrators work at alllevels'of governments, beth
- at home and a broad, andthey manage notfor - profit

organizations,associations, and interst groups of all
kinds. .

Secara  etimologis implementas  dapat
dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian
Bengan penyelesaian suatu  pekerjaan déngan

enggunaan sarana (alat) untuk memperoleh,'hasil.
babﬂa pengertian implementasi diatas dirangkaikan

fdengan kebijakan publik, maka kata implementasi

kebijakan publik dapat diartikan sebagai jaktivitas
penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik
yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan
sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

“Leo  Agustino  (2008:138)  mengutip

- pernyataart Daniel Mazmanian dan” Paul Sabatier
.dalam bukunya*‘Implementation and Public Policy”

mendefinisikan “implementasi Kebijakan sebagai:
“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar,
biasanya dalam bentuk uneang-undang, namun dapat
pula, besbentak “perintah-perintan atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan
badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,
menyebutkan secarategas tujuan atau sasaran yang

ingin dicapai, dan berbaga cara untuk
menstrukturkan atau mengatur proses
implementasinya”.
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Sedangkan dalam  buku  Dasar-Dasar
Kebijakan Publik tersebut Leo Agustino (2008:139),
mengutip juga pernyataan Van Meter dan Van Horn,
mendefiniskan implementasi kebijakan, sebagai:
“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu  atau  pejabat-pegjabat  atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Dari tiga
definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi
kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya
tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas
atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil
kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut Riant Nugrohos="" "=
dalam bukunya Public Policy (2008: 4§Z)*dapat
memberikan  kesimpulan  bahwa_=#mplementasi
merupakan suatu proses yang -Ellnams dimana
pelaksana kebijakan melaKukdn suatu aktivitas atau
kegiatan, sehingga pada akhlrnya akan=mendapatkan
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran
kebijakan itu sehdiri Hal ini "sesuai dengan tujuan
atau sasaran.kebl jakan itu'sendiri

Dalam artikel ‘ini, penulis menggunakan teori
dari Va‘n Meter Van Horn yaitu ada enam indikator
yang® mempengaruhi  pelaksanaan |mplementas
kebijakan publik. Akan tetapi penulis tidak
befmaksud melakukan  pendekatan  kuantitatif ===
melainkan tetap pendekatan kualitatif, karena penulis = -

Iggunakan teori ini hanya sebagal pedoman untuk e
pendhsturun ke lapangan.Van Metter dan Van Horn |
(daldn Tachjan, 2006: 139)menurutnya ada enam
|nd|k‘?utor yang mempengaruhi k|nerja|mplemen } |e "

yakni';
i .__. 1 ¥ __‘

a) Standar K ebijakan Iy

Standar Kebijekan harus jelas dan terukur Ry
sehi ngga*_.dapat direalisasikan. Apabila standar dan | *
kebijakan‘kabur, maka akan terjadi multi interpretas
dan mudahimenimbulkan konflik diantara para agen
|mplementasr

b) Sumber Daya

Implementas kebuakan peflu "~ dukungan
sumber daya, ba1k'symber daya manusia ‘maupun
sumber daya finansids,_Hal ini berkenaan dengan
kecakapan pelaksana kebijakan=publik_ untuk carry
out(mel aksanakan) kebijakan secara efektif. ==
¢) Hubungan Antar Birokrasi

Hubungan antar birokrasi sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi
kebijakan publik. Hubungan antar birokrasi lebih
berkenaan dengan komunikasi yang terjadi antar
pelaksana kebijakan. Dimana kebijakan harus
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| dpenulis dalam artikel ini

dikomunikasikan pada organisasi atau publik serta
ketersediaan sumberdaya untuk  melaksanakan
kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang
terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi,
norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi
dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi
implementasi suatu program.

€) Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal,
yakn| (1) respon implementor terhadap kebijakan
yang™s .akan dipengaruhi  kemauannya  untuk
mel aksanakan,. kebijakan; (2) kognisi, yakni
pemahamannyaf ap kebijakan, dan (3) intensitas
disposis implementor;=, yaknl prefens nila yang
dimiljki oleh implementor. ™ "
f) Kondis Sosid,-Ekonomi dan Pol|t|k

Indikator ini mencakup sumber daya ekonomi,
lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan. e

C'M E'l:dDE PENELITIAN

=Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan
suatu metode yang sesuai dengan gejala yang diteliti.
Agar nantinya, dapat memecahkan“masalah secara
sistematis (metode ilmiah) dan berdasarkan ilmu
pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebui.
Sehingga, metode yang ditentukan” harus  Sesuai
eﬁgan bagaimana data tersebut diperoleh.
Adapun, jenis penelitian yang digunakan
idah jenis penelitian
menggunakanpendekatan deskriptif. Lokasi
penelitian_ini adalah Kecamatan Pontiapak Barat.
Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Cipta Karya
dan Perumahan Kota Pontianak, Kepéla Bappeda

_ Kota Pontianak, dan Camat Pontianak Barat. Dengan,

teknik pengumpulan data berupa hasil observasi,

_wawaneara-dan’ . dokumentasi. Serta, Teknik Analisa

Data “yang" .digunakan adalah kualitatif dengan
analisis deskriptif.

D, HASH=DANPEMBAHASAN

Kurangnya Sumber Daya Manusia dan
Finansial

Menurut Van Meter Van Horn, ada beberapa
indikator dalam menentukan sumber daya dalam
organisas pelayanan publik :
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a) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (resources) merupakan
sadlah satu indikator yang memengaruhi proses
pelaksanaan kebijakandan merupakan salah satu
indikator penting untuk menggerakan roda instansi.
proses pelaksanaan kebijakan sangat tergantung
kepada sumber daya manusia (staf/ aparatur) yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Oleh
karena itu idealnya jumlah dan kompetensi sumber
daya manusia seyogyanya disesuaikan dengan
kebutuhan suatu instansi.

Dalam hal implementasi kebijakan tata ruang
kawasan pemukiman di kecamatan pontianak barat,

sumber daya manusia sangat kurang hal ini diakui _e

oleh Bapak Ismail, Kepala Dinas Cipta Karpyaa dan
Perumahan bahwa : o

“Sumber daya manusia yang ada masih
sangat kurang dalam menunjan@ tugas pokok fungsi
pelaksana kebijakan. '[er-L)‘fama dalam pemenuhan
pegawai dibidang rpel’lgawaaﬂn Selain ' itu. sumber
daya yang ada. smasih kurang terspesialisasi dan
terampil d|bjﬂangnya hal ini “dikarenakan masih
sedikitnyas™ pegawai *' lulusan  bidang™. ilmu
pemeri_ntéhan, sosial politik, dan teknik sipil” beliau
juga jmenambahkan’ “Walaupun Kami kekurangan
sunberdaya manusia dalam pelaksanaannya, tapi

kami sudah membekali para pegawai-pegawai kami __

dan pegawai ‘dari instansi-instansi terkait: untuk
mefgikuti pelatihan guna melaksanakan kebijakan =
tatay ruang "kawasan pemukiman ini. baik berupa |
pemghaman tentang peraturan pemerintah tersebut {
maupun penyuluhan-penyuluhan mengenai

masal |
pemukiman sehingga para pelaksana d|hara[;)l;\ﬂni L "
tugas sebagai pelaksﬁﬁfl 'l

dapat‘ memahami
kebuakan

[:)alam meningkatkan pelayanan  publiks
sumber fdaya manusia yang berkualitas sangat
diperlukan, karena sumber daya manusia_memiliki
andil  beSar dalam menentukan | mau  atau
berkembangpya suatupelayanan publik di suatu
instansi.Apaldagi Kondisi selama ini pegawai negerl
sipil di kota pontianak diterima hanya melalui seleksi
secara umum, belum ada sistem. perekrutan _sesuai
spesialisasi kerja,.  Sehingga® ketika' | mereka
ditempatkan di pemerintahan, kinerja mereka hanya
sebatas tugas yang dibebankan kepada mereka tanpa
memberikan kontribusi serta inovasi= yang...lebih
dalam penentuan maupun pelaksanaan program-
program pemerintah.

Hal ini dapat terlihat sumber daya manusia
yang ada di Dinas Cipta Karya dan Perumahan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Magister (S2)
berjumlah 5 orang, Sarjana Strata 1 (S1)bidang sosial
berjumlah 8 orang, Sarjana Strata 1 (S1) bidang
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i maupunkebutuhan-kebutuhan

Teknik Sipil 9 orang, Sarjana Strata 1 (S1) bidang
hukum berjumlah 3, Sarjana Strata 1 (S1) lImu
Komputer berjumlah 1 orang, D3 Akutansi berjumlah
3 orang, D3 Komputer berjumlah 2 orang, tamatan
SMA berjumlah 3 orang dan SLTP berjumlah 1
orang. (sumber: dinas cipta karya dan perumahan,
tahun 2013)

Hal senada juga disampaikan Bapak Ali Syah
Rizal, Kepala sub bidang Penataan Ruang Bappeda
Kota Pontianak mengatakan bahwa :

“Sumber daya manusia untuk pengawasan
pembangunan pemukiman bukan hanya di pontianak
barat akan tetapi seluruh kota pontianak masih
minim. Ini terlihat hanya ada 5 pegawai yang

~*wsmengurus permasalahan penataan ruang ini. Tentu

deng%m.;umlah pegawai sebanyak itu tldak mampu
melayani kt')ta.pontlanak yang seluas ini”

Wilayah © k-er,@ suatu implementor sangat
mempengaruhi hasil kebuakan ditambah lagi jumlah
penduduk di-kecamatan pontianak barat merupakan
yang terpadat dari kecamatan I%ec@matan yang lain.
Jumlah penduduk-yang besar den'gat-],l pertumbuhan
penduduk yang tinggi ..merupakan “smodaldasar
pembangunan namun di sisi lain jumlah penduduk
yang besar dengan pertumbuhan penduduk® syang
tinggi juga akan menjadi beban bagi suatu negara
untuk memenuhi  kebutuhan .dasar  penduduknya
"seperti’  sandang, pangan dan papan
lainnya.  Sehingga
¥ jumlah dan pertumbuhan penduduk yangtinggi

| tersebut akan menjadi masalah dalam pembangunan

yang pada akhirnya dapatmenghambaI prosaﬁ
pembangunan itu sendiri.
', Sedangkan, dari pihak Kecamatan Pontlanak
gﬁrat sendiri yang diwakilkan olen Kepalal Seksi
Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wash Utami
mengutarakan bahwa:

“Kalau untuk sumber daya manusia itu
sendiri, dibilang kurang, yah sangat kurang. Untuk
mengurusi administras disini saja samgat sedikit.
Apalagi- yang namanya kebijakan, tata ruang
= kawasan pemukiman.ini. diperlukan pengawa&an di
lapangan, sampai saat ini kita hanya sosialisasi

“kebijakan dan 'berkoordinasi menyampaikan hasil

nya saja namun kami belum#mampu melakukan
pengawasan sendiri tanpa. d|damp| ngi instansi-
instansi terkait”

===Pendampi ngan—pendampingan dalam
melaksanakan kebijakan sangatlah diperlukan, selain
melaksanakan kewagjiban juga dapat memberikan
penyuluhan secara tidak langsung kepada instansi-
instansi yang memang bukan notabene nya di bidang
tersebut, agar nanti kedepannya instansi-instansi
tersebut dapat bergerak sendiri tanpa adanya perlu
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pendampingan lagi terus menerus, sehingga
mempercepat proses tujuan dari kebijakan tersebuit.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat
diasumsikan  seluruh  implementor  kebijakan
kekurangan sumber daya manusia untuk bagian
pengawasan dilapangan. Selain itu sumber daya
manusia yang ada, keahlian atau spesialisasinya
dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang kawasan
pemukiman masih sangat sedikit. Dan untuk ditingkat
kecamatan hanya sebatas sosialisasi dan bekoordinasi
dengan instansi terkait dalam hal pengawasan.

b) Finansial

Van Meter Van Horn juga menegaskan bahwal s

sumber daya finansial tidak kalah pentingnya dengan
sumber daya manusia. Sumber daya finafisial ini
harus juga tersedia dalam . rangka untuk
memperlancar administras_ﬂmplementas suatu
kebijakan. Sumber dayawifii terdiri atas dana atau
insentif lain yang dap‘at memperlancar” pel aksanaan
suatu kebuakan Kurangnya atau terbatasnya dana
atau insentify Aain dalam implementas  kebijakan,
adalah merupakan sumbangan  besar t'erhadap
gagal ny.almplementas kebijakan.

#'Karena mautidak mau, ketika sumber daya
manusua yang kompeten dan kapabel telah tersedia

,

secjangkan kuctran dana melalui anggaran tidak,____

terSedia , maka~-memang menjadi persoalan pelik -
untuk meredisasikan apa yang hendak dituju oleh
tyj Uan kebijakan publik.

b Apabiladilihat dari segi sumber daya finansial ]

id Penataan Ruang Bappeda Kota Pont|an
menLisurkan bahwa: o

'“Tentu saja, finansial atau dana sangat
penti ng, karena dengan adanya sumber d
fmansal ini dapat memenuhi kegiatan operasionals |
dalam melaksanakan kebijakan, terutama dalam
|mplemervl:§19 rencana kawasan pemukiman di
kecamatartipontianak barat”

Sedar]gkan menurut Kepala Dinas Ci pta Karya
sendiri, mengutarakan :

“Untuk " kebijakan tata
pemukiman ini, “smemang sangat. dipertukan_biaya
yang sangat besary karena sifat' dari' kebijakan ini
adalah pembangunan, Apabila dana untuk kebijakan
ini kurang, tentu sangat= men,ghambat tugas kita”,
beliau juga menambahkan, “tidak™hanya qgluk
menjalankan kebijakan ini saja dana sangat kurang,
dalam memenuhi fasilitas implementor saja kita baru
bisa sebelas (11) tahun membangun kantor pusat
infformasi  pengembangan kawasan pemukiman,
setelah peraturan nya dibuat. Sehingga tugas kami
pelaksana (dinas cipta karya dan perumahan) hanya
sebatas memberikan izin mendirikan bangunan, yang
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tentunya sangat kurang maksmal  dalam
mengimplementasikan kebijakan tersebut”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala
Seksi Bidang Ekonomi dan Pembangunan di
Kecamatan Pontianak Barat, beliau menyampaikan :
“Dalam hal dana, kecamatan menyampaikan saja
usulan-usulan pembangunan yang telah
dimusyawarhkan warga, yang nantinya usulan-
usulan tersebut akan disampaikan ke Bappeda Kota
Pontianak untuk diolah. Kecamatan hanya menerima
dana, dari program-program yang telah disetujui”
beliau juga menambahkan “program pembangunan
yang sering disetujui pada umumnya adalah
perbaikan atau pelebaran jalan, untuk pemenuhan
fasltassosal dan umum yang lain masih sedikit”

B,erdamrkan hasil wawancara diatas, dapat
mencermirikan, bel um ketersediaan- nya sumber daya
finansial yang “fmepunjang implementasi rencana
kawasan pemukiman di=K ecamatan pontianak barat,
menyebabkan terhambatnyatuLuan kebijakan.

Tidak M'endetailnya Tuj uan Kebijakan
| a
“Kinerja implementasi. kebijakan dapat_diukur
dari;'tingkat keberhasilannyadan hanya jika tkuran
dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan
sosio-kultur yang ada di level spélaksana kebijakan.
" KetikarUkuran kebijakan atau tujuan yang ideal untuk
- dilaksanakan di level warga, “maka agak sulit
memang merealisasikan kebijakan publlk hingga titik
yang dapat dikatakan berhasil.
Van meter van horn mengemukakan qntuk
mengukur kinerja implementasi kehijakan tentunya
egaskan standar dan sasaran tertentu yangiharus
Léapa oleh para pelaksana kebijakan, kinerja
ijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas

i ngkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu
standar dan. tujuan Kkebijakan adalah’ penting.
Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi
gagal—ketika para pelaksana, tidaks sepenuhnya

~ ‘menyadari., terhadap-standar dan tujlian kebijakan.

Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat

“derigan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para

pelaksana terhadap standar dan tUjuan kebijakan juga
merupakan hal yang krusial.</ mplementor mungkin
bisa jadi gagaldalam melaksanakan kebijakan,
dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa
yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Seperti yang diutarakan Bapak Ali Syah Rizal
Kasubid Penataan Ruang Kota Pontianak bahwa :

“Tujuan rencana penataan tata ruang
pemukiman adalah proses untuk menata kehidupan
masyarakat di kota pontianak dalam membangun
suatu kawasan yang layak untuk ditinggali, seperti

5
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adanya pembangunan dari segi fisik dan menyiapkan
sarana prasarana umum untuk mengatur ruang
pemukiman tersebut™

Hal serupa juga diutarakan Bapak Ismail,
Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan, bahwa :

“Tujuan dari rencana tata ruang kawasan
pemukiman adalah merencanakan suatu kawasan
pemukiman yang ditata seapik mungkin dengan
memenuhi segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan
masyarakat dengan melihat dari berbagai sektor,
baik itu segi ekonomi, sosial, dan budaya tanpa
merusak lingkungan sekitarnya” beliau juga
menambahkan, “Namun tidak dipungkiri kebijakan
tata ruang kawasan pemukiman ini masih sangat

umum (makro) dan tidak mendetail, sehingga sangate"""""u,

menyulitkan kami dalam melaksanakannya’, ==
Berdasarkan hasil wawancargs@iatas, dapat
disimpulkan bahwa paraimplementor sudah mengerti
akan tugas pokok dan fungsﬁya sebagal pelaksana
kebijakan. Karena, sudah sesuai dengan tujuan dari
rencana kawasans#‘pemukiman * itu sendiri yaitu
kawasan pemtikiman adalah kawasan yang
dilengkapi «dengan berbagai: fasilitas sosial dan
fasilitas simum, seperti -adanya pembangunan dan
pengeﬁfbangan fasilitas  pendidikan, fasilitas
kesehatan, pertokoan/warung, tempat ibadah, tempat
olahraga, ruang,terbuka hijau, jalan dan sal_uran air
kotor (drainase), seperti
per'gturan daerah nomor 4 tahun 2002.

Namiin kurang mendetailnyaisi dari kebijakan §

tersebut  berakibat pada tujuankebijakan menjadi
kabuf dan=sulit untuk dicapai. Hal ini terlihat 'darj
tUJuah kebijakan tata ruang kawasan pemukima
yang masm bersifat makro (umum) sehingga
sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena it
dalam “penetapan standar dan sasaran ini haruglé
d|Iakukan dengan tepat. !

E.KES MPULAN

1. Mash quangnya sumber- daya baik itu sumber
daya manusia dan finansial. Dari segi sumber
daya manusia itu sendiri, addlah “kurangnya
jumlah pegawai dalam mengawasi pelaksanaan di
lapangan baik 1ty dari bappeda, dinas cipta karya
dan perumahan serta sumber daya manusia yang
berada di kecamatar pontignak barat itu sendiri.
Sedangkan dari segi finansial “adatah==lamanya
pembangunan kantor pusat informasi
pengembangan kawasan pemukiman  kota
pontianak, yang dibangun setelah sebelas tahun
dari perda tersebut dibuat serta kurangnya
anggaran dalam  membangun  infrastruktur
pelayanan umum di masyarakat.
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2. Tidak mendetailnya is dari kebijakan tata ruang
kawasan pemukiman di kecamatan pontianak
barat sangat menyusahkan para agen pelaksana
dalam menjalankan kebijakan tersebut.

F. SARAN

1. Saran dari penulis adalah menambah jumlah
pegawai yang kompeten khususnya dalam bidang
pengawasan dilapangan dan segera
mengoperasionalkan Kantor Pusat Informasi
Pengembangan Kawasan Pemukiman Di Kota
Pontianak. Agar para agen pelaksana dan instansi-
instansi  terkait dapat mengetahui  arah
pembangunan kawasan pemukiman yang ada di

*kota pontianak, kecamatan pontianak barat pada
khu§ct33¥a,

2. Saran dari per?f]ﬁ&gerlu adanya Rencana Detil
Tata,Ruang (RDTR)™dalam kebijakan penataan
kawasan pemukiman “%selanjutnya  agar
memudahkan para pelaksana dan.instansi-instansi
terkait dalam menjalankan tugas, pokok dan
fungsinya terhadap kebijakan tersebut. Karena
Réncana Detil Tata Ruang (RDTR) itUssendiri
memang sudah diharuskan ada dalam “suatu
perencanaan tata ruang baik _itu kota, provins

¢ maypun nasional, namun selama sebelas tahun ini
pemerintah kota belum ada smembuat rencana

__ kebijakan tersebut.
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